Dugaan Korupsi DAK, Kejati Tahan Mantan
Kabid Pendidikan SMA Disdikbud Sulbar

Sumber foto:
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Kumparan.com -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat menahan mantan Kepala Bidang (Kabid)
Pendidikan SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Burhanuddin Bohari, Rabu
(24/3). Burhanuddin ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SMA tahun 2020 sebesar 3 persen di Dinas Dikbud Sulbar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Fery Mupahir, mengungkapkan penahanan tersangka
berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sulbar, Jhonny Manurung, nomor: PRINT-
203/P.6/Fd.2/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. "Penahanan tingkat penyidikan tersangka di Lapas Kelas
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I1B Polman selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April
2021 untuk kepentingan pemeriksaan,"” jelas Fery. Menurutnya, sebelum dilakukan penahanan, tersangka
Burhanuddin Bohari terlebih dulu diperiksa oleh jaksa penyidik selama sekitar satu jam di ruang

pemeriksaan tindak pidana khusus kantor Kejati Sulbar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulbar, Amiruddin, menambahkan tersangka
sebelumnya merupakan penanggung jawab tim koordinasi dan monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik bidang PSMA Tahun 2020."la melakukan permintaan sebesar tiga persen kepada 82 kepala sekolah
se-Sulbar penerima DAK Fisik Tahun 2020. Hal itu bertentangan dengan Perpres nomor 88 tahun 2019,
peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.07/2019, dan peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 11 tahun 2020," ungkap Amiruddin.

Dalam kasus ini, Kejati Sulbar juga telah menahan dua tersangka lainnya, yakni Busra Edi selalu wakil
ketua penanggung jawab pengelolaan dana DAK Fisik Pendidikan SMA se-Sulbar tahun 2020 pada 10
Maret 2020, dan Aking Djide selaku koordinator fasilitator pengelolaan DAK Fisik Pendidikan SMA se-
Sulbar tahun 2020 pada 18 Maret 2021.

Adapun permintaan 3 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SMA se-Sulbar tersebut
sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 13 tahun 2006 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar.

"Tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 atau pasal 12 huruf e undang-undang RI Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang RI nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang Rl nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tandas Amiruddin.

Sumber:

kumparan.com, Dugaan Korupsi DAK, Kejati Tahan Mantan Kabid Pendidikan SMA Disdikbud Sulbar,
Rabu, 24 Maret 2021.

https://kumparan.com/sulbarkini/dugaan-korupsi-dak-kejati-tahan-mantan-kabid-pendidikan-

sma-disdikbud-sulbar-1vPzdrxD8es/full
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Catatan:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:

Pasal 30 ayat (1) huruf d
“di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 16
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Pasal 7 ayat (1) huruf e

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapatl merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
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seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya
pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
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